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A. Latar Belakang  Masalah 
         Secara umum proses peradilan di pengadilan baik pidana, perdata maupun 
tata usaha negara dikenal istilah upaya hukum. Upaya hukum adalah upaya yang 
diberikan oleh Undang-Undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal 
tertentu melawan putusan hakim. Dalam teori dan praktek kita mengenal ada dua 
macam upaya hukum yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. 
Salah satu masalah hukum yang akhir-akhir ini menjadi problem adalah masalah 
upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali yang selanjutnya disebut (PK) 
khususnya perkara perdata yang sampai sekarang ini dinilai oleh berbagai 
kalangan masih belum memiliki kepastian dalam prakteknya.  
       PK adalah suatu upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari 
segala tuntutan hukum, ahli warisnya dapat mengajukan permintaan PK kepada 
Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut (MA).  Keweangan MA diatur dalam 
Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu : 
1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat 
terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah 
Mahkamah Agung. 





3. Kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-undang.1 
        Putusan pengadilan yang disebut mempunyai kekuatan hukum tetap ialah 
putusan pengadilan negeri yang tidak diajukan upaya banding, putusan pengadilan 
tinggi yang tidak diajukan kasasi (upaya hukum di tingkat MA), atau putusan 
kasasi MA.  Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata berbunyi : 
PK dapat diajukan terhadap putusan kasasi MA apabila terdapat keadaan baru atau 
bukti baru (Novum) yang menimbulkan dugaan kuat, apabila dalam berbagai 
putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, apabila putusan itu 
memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata. 
Peninjauan Kembali boleh dilakukan hanya satu kali. Dan sifat pengajuannya 
tidak menunda pelaksanaan eksekusi.   
         Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang selanjutnya 
disebut (UUD NRI 1945) menempatkan perlindungan Hak Asasi Manusia yang 
selanjutnya disebut (HAM) termasuk warga negara pencari keadilan. Kepastian 
hukum dalam peristiwa konkrit berakhir ketika telah dijatuhkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan putusan terakhir 
dan mengikat pada putusan perkara tingkat kasasi.  Putusan MA pada tingkat 
kasasi wajib segera di eksekusi tanpa penundaan oleh penuntut umum yang 
mewakili negara. Pada titik inilah dapat dikatakan telah dipenuhi citra kepastian 
hukum karena timbul implikasi hukum, yaitu perubahan status hukum dan 
implikasinya baik dibidang sosial, ekonomi, dan politik.   
                                                           




        Pembentukan Undang Undang  Republik Indonesia Nomor  8 tahun 1981 
tentang KUHAP sangat mempertimbangkan sila peri kemanusiaan yang adil dan 
beradap serta keadilan sosial bagi warga negaranya termasuk terpidana, yaitu 
dengan dimasukkannya upaya hukum PK sebagai upaya hukum luar biasa. 
Penempatan PK sebagai salah satu upaya hukum dalam sisten hukum acara 
peradilan dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan atas Hak 
Asasi Manusia, tanpa mengorbankan asas kepastian hukum (rechtszekerheid) 
yang merupakan sendi dasar dari suatu negara hukum. Hal ini disebabkan suatu 
putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) 
bisa dibatalkan jika terdapat bukti-bukti baru (novum) yang diakui kebenarannya 
oleh pengadilan dalam proses PK. Akan tetapi, proses peradilan yang 
menggunakan sistem hukum acara, menggunakan tata cara pemeriksaan 
prosedural yang ketat dan standar pembuktian yang diharapkan dapat 
mewujudkan kebenaran materiil (the ultimate truth), juga bisa mengalami 
kesalahan justru karena proseduralitasnya tersebut. 
        Berdasarkan dengan hal-hal yang telah diuraikan secara singkat di atas,  
penulis tertarik untuk menetapkan tema mengenai “Novum Sebagai Dasar Upaya 
Hukum Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Sengketa Kepemilikan  (Studi 
Putusan Perkara Nomor 40 PK/Pdt./2003)” sebagai judul penelitian. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah pengaturan novum sebagai dasar dalam upaya hukum 




2. Bagaimana penerapan novum dalam sengketa kepemilikan dalam perkara No. 
40 PK/Pdt./2003? 
 
C. Tujuan Penelitian 
        Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak 
dicapai adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mendeskripsikan pengaturan novum sebagai dasar dalam upaya hukum 
peninjauan kembali. 
2.  Untuk mendeskripsikan penerapan novum dalam sengketa kepemilikan dalam 
perkara No. 40 PK/Pdt./2003. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk menambah wawasan 
pengetahuan ilmu hukum keperdataan, khususnya tentang (a) pengaturan 
novum sebagai dasar dalam upaya hukum peninjauan kembali, (b) penerapan 
novum dalam sengketa kepemilikan dalam perkara No. 40 PK/Pdt./2003..  
2. Manfaat Praktis 
        Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk memahami (a) 
pengaturan novum sebagai dasar dalam upaya hukum peninjauan kembali, (b) 







E. Tinjauan Pustaka 
         Tinjauan pustaka memiliki tujuan utama yakni memberikan informasi 
kepada pembaca bahwa hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian  
yang akan dilakukan, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang 
ada dan mengisi celah-celah penelitian yang ada sebelumnya.
2
 Hasil penelitian 
yang relevan bukan berarti sama dengan yang akan diteliti, tetapi masih dalam 
lingkup yang sama. Secara teknis hasil penelitian yang relevan dengan apa yang 
akan diteliti dapat dilihat dari permasalahan yang diteliti, waktu penelitian, tempat 
penelitian, sampel penelitian, analisis, dan kesimpulan.
3
 Adapun beberapa 
penelitian yang relevan, antara lain:    
1. Daniel Kolondam, meneliti tentang  “Peninjauan Kembali Terhadap Putusan 
Mutlak Dalam Pratek Perkara Perdata”, hasilnya adalah Peninjauan kembali 
diatur dalam pasal 67 s/d Pasal 75 V.V.MA dengan alasan putusan perkara 
perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (novum). Perkara 
peninjauan kembali (Perdata) yang masuk dan hasil amar putusannya 
bervariasi ialah kabupaten tidak dapat diterima dan cabut. Pada prinsipnya 
permohonan peninjauan kembali dalam suatu perkara yang sama yang 
diajukan lebih dari 1 (satu) kali baik dalam perkara perdata maupun perkara 
pidana bertentangan dengan Undang-Undang sebagaimana disebutkan dalam 
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman. 
“Terhadap putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan peninjuana 
                                                           
            2 John W Creswell. Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan 
Campuran. Pustaka Pelajar. Yogjakarta. Cetakan I. Tahun 2016. hlm.36 





kembali”. Terdapat fakta bahwa dari perkara peninjauan kembali yang masuk 
ke Mahkamah Agung dalam perkara perdata paling banyak diajukan dengan 
alasan dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu 
kekeliruan yang nyata dan ternyata permohonan peninjauan kembali yang 
diajukan atas dasar hal tersebut paling banyak ditolak yang dalam tahun 2015 
s/d 2016. Dengan dihilangkannya alasan permohonan peninjauan kembali 
sebagaimana tersebut dalam pasal 67 huruf f Undang-undang Mahkamah 
Agung berarti mengurangi menumpuknya perkara peninjauan kembali di 
Mahkamah Agung dan dengan demikian mengurangi jumlah perkara 
peninjauan kembali yang masuk dan tunggakan perkara di Mahkamah Agung. 
2. I Gde Satya Adhi Wicaksana, meneliti tentang “Implementasi Kata 
„Menentukan‟ Dalam Pasal 67 UU RI Nomor 3/2009 Terkait Novum Sebagai 
Alasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (Studi Kasus Di Pengadilan 
Negeri Denpasar)”, hasilnya adalah pada dasarnya upaya hukum terbagi 
menjadi upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Ketentuan Pasal 67 
Undang Undang  Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang 
Mahkamah Agung menjadi dasar hukum bagi pihak yang mengajukan 
permohonan upaya hukum peninjauan kembali. Pada Pasal 67 huruf b 
dinyatakan bahwa “apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat 
bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat 
ditemukan.” Disini terlihat bahwa bukti baru yang diajukan dalam 
permohonan upaya hukum peninjauan kembali harus bersifat menentukan. 
Ukuran terhadap kata „menentukan‟ belum diatur secara jelas dalam Undang 




Agung. Selain itu apabila suatu permohonan peninjauan kembali dikabulkan, 
akan menimbulkan akibat hukum diantaranya status putusan sebelumnya serta 
pelaksanaan putusan, biaya eksekusi paksa dan mempengaruhi kedudukan 
Mahkamah Agung terkait istilah Judex Facti dan Judex Juris. 
3. Rumiyanto, meneliti tentang “makna „ahli waris‟ sebagai suhjek pengajuan 
peninjauan kembali‟ hasilnya adalah  Merujuk pada ketentuan Pasal 263 ayat 
(1) KUHAP, yang rumusannya: “Terhadap putusan pengadilan yang 
memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari 
segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan 
permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.” maka PK 
merupakan upaya hukum yang disediakan untuk melawan putusan pengadilan 
yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang berisi 
pemidanaan. Ketentuan itu mempunyai keterbatasan karena tidak diberikan 
batasan pengertian mengenai makna “ahli waris” yang menimbulkan 
permasalahan di dalam penerapannya terkait dengan penafsiran maknanya. 
Permasalahan itu timbul ketika majelis hakim Mahkamah Agung di dalam 
Putusan Nomor 97 PK/Pid/Sus/2012 menerima PK yang diajukan isteri 
terpidana (ST) dengan dikategorikan sebagai ahli waris.  
 
E. Metode Penelitian 
Penelitian hukum dipahami sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 
metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari 
satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali 




terasebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah 
yang timbul di dalam gejala yang bersangutan.
4
  Penelitian merupakan suatu 
sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena 
penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, 
metodologis dan konsisten, dengan mengadakan analisis dan konstruksi.
5
 Dalam 
kontek penelitian ini, maka metode penelitian dipahami sebagai cara kerja dalam 
kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi hukumnya  
mengenai Novum Sebagai Upaya Pengajuan Peninjauan Kembali.   
1. Jenis Penelitian 
      Jenis penelitian ini, adalah jenis penelitian kepustakaan (library research) 
hal ini mengingat data-data atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan 
penelitian tersebut berasal dari kepustakaan baik berupa buku jurnal, literature, 
buku, laporan penelitian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan 
permasalahan yang diteliti yakni novum sebagai upaya pengajuan peninjauan 
kembali. 
2. Pendekatan Penelitian 
         Menurut Bambang Waluyo metode pendekatan apa yang sekiranya akan 
diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Apakah menggunakan 
metode pendekatan yang bersifat normatif (legal research), atau menggunakan 
metode empiris (yuridis sosiologis), atau dapat juga menggunakan  gabungan 
antara kedua pendekatan tersebut.
6
   Dalam penelitian ini pendekatan yang 
                                                           
           4 Bambang Sunggono. Metode penelitian hukum. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada. 2016. 
hlm.112 
5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. 
Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015. hlm. 20 




digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, artinya penelitian hukum yang 
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian 
hukum normatif atau kepustakaan mencakup (a) penelitian terhadap asas-asas 
hukum, (b) penelitian terhadap sistematik hukum, (c) penelitian terhadap taraf 
sinkronisasi vertikal dan horisontal, (d) perbandingan hukum, (e) sejarah 
hukum.
7
 Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan 
pemahaman yang jelas dan benar mengenai novum sebagai upaya pengajuan 
peninjauan kembali. 
3. Data yang Digunakan 
         Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data 
yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer. Data 
sekunder terdiri dari: 
a. Bahan Hukum Primer,  yang meliputi: 
1) Undang Undang Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945 
2) KUHPerdata 
3) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang 
Mahkamah Agung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4958). 
5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. 
                                                           




6) Putusan Mahkakamah Agung Nomor 154 PK/TUN/2016. 
7) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 Tentang 
Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali (Nomor Surat: 
10/Bua.6/Hs/SP/VI/2009). 
b. Bahan Hukum Sekunder,  yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang 
diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui penelitian kepustakaan. 
Bahan hukum sekunder meliputi: jurnal, literature, buku, laporan 
penelitian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang 
diteliti yakni mengenai novum sebagai upaya pengajuan peninjauan 
kembali  
4. Metode Pengumpulan Data 
        Dalam penelitian, secara umum dikenal metode pengumpulan data, 
artinya peneliti dapat melakukan penelitian apabila disertai dengan data. Data 
dipahami sebagai segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang 
dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau kepastian 
sesuatu.
8
 Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 
studi dokumen dan bahan pustaka.  Studi dokumen merupakan suatu alat 
pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan 
conten analysis.
9
 Studi dokumen atau pustaka merupakan separuh dari 
keseluruhan aktivitas itu sendiri, tujuannya adalah menunjukkan jalan 
pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang 
telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan 
                                                           
8 Marwan dan Jimmy. Kamus Hukum. Yogjakarta. Gama Press. 2009. hlm.151 




pengetahuan yang lebih mendalam dan lengkap.
10
  Data yang diperoleh baik 
dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data 
tataran yang dianalisis secara deskriptif yakni  tentang novum sebagai upaya 
pengajuan peninjauan kembali  
5. Metode Analisis Data 
        Hal yang penting dalam penelitian setelah data terkumpul adalah teknik 
analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 
data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat 
ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh 
data.
11
        Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif 
Kualitatif artinya data yang diperoleh dari hasil studi pustaka yang relevan 
dengan (1) pengaturan novum sebagai dasar dalam upaya hukum peninjauan 
kembali, dan (2) penerapan novum dalam sengketa kepemilikan dalam perkara 
No. 40 PK/Pdt./2003. 
 
G. Sistematika Penulisan 
        Sistematika penulisan penelitian ini direncanakan terdiri dari empat bab 
sebagai berikut. 
Bab  I Pendahuluan,  dalam bab ini dikemukakan mengenai  (a) latar 
belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) 
manfaat penelitian, (e) tinjauan pustaka, (f) metode penelitian dan (g) 
sistematika penulisan 
                                                           
            10 Bambang Sunggono. Metode penelitian hukum. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada. 
2016. hlm.112 




Bab  II Tinjauan Konseptual, dalam bab ini berisi mengenai (a) tinjauan 
upaya hukum dalam hukum acara perdata, (b) tinjauan tentang novum 
dalam perkara perdata (c) alasan PK 
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang (a) prosedur 
peninjauan kembali perkara perdata dalam praktik, (b) akibat hukum 
perdata dari Putusan Mahkamah Agung No. 40 PK/Pdt./2003  























A. Tinjauan tentang Novum 
1. Pengertian Novum (Bukti Baru)  
         Untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) dalam perkara 
perdata, syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 67 Undang Undang Nomor 3 
Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, salah satunya telah ditemukannya 
bukti baru atau keadaan baru yang disebut novum. “Novum memiliki arti dalam 
kelas nomina atau kata benda sehingga novum dapat menyatakan nama dari 
seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.
12  
        Novum juga memiliki arti dalam bidang ilmu hukum. Pengertian novum 
dalam hukum acara perdata adalah “bukti surat- surat yang sudah ada sebelum 
peristiwa itu diproses namun belum pernah diajukan di persidangan.”13  
        Ditemukannya novum dalam perkara perdata, disebut dengan kalimat 
“surat-surat bukti yang bersifat menentukan” dijelaskan dalam Pasal 67 huruf b 
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang 
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang 
Undang  Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 kemudian diubah kedua 
kalinya dengan Undang Undang  Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 
yang menyatakan bahwa : “Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-
surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak 
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Novum yang dimaksud pada ketentuan pasal di atas merupakan fakta  
yang melekat pada suatu alat bukti, yang memuat nilai-nilai hukum  sebagai 
salah satu dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam mengadili 
perkara ditingkat peninjauan kembali. Apabila novum yang diajukan dianggap 
bersifat menentukan oleh hakim, maka tidak menutup kemungkinan putusan 
Mahkamah Agung akan berbeda dengan putusan pengadilan yang sebelumnya. 
Pengajuan bukti baru (novum) tersebut dinyatakan di bawah sumpah dan 
disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Pasal 69 Undang Undang 
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah kedua 
kalinya dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 
Tentang Mahkamah Agung.  
Menurut Yahya Harahap, terdapat 4 (empat) bagian yang dapat  
dijelaskan terkait dengan proses pengajuan novum, yaitu : 
a. Penerapan alasan permohonan peninjauan kembali (PK) ini terbatas hanya 
pada bentuk Alat Bukti Surat. 
b. Alat Bukti Surat, yang memenuhi alasan permohonan peninjauan kembali 
(PK) ini, harus bersifat menentukan. 
c. Hari dan tanggal alat bukti surat itu ditemukan, harus dinyatakan di bawah 
sumpah dan disahkan penjabat yang berwenang. 
d. Alat bukti surat itu telah ada sebelum proses pemeriksaan perkara”.14  
       Terhadap bagian yang ketiga dari pendapat di atas, maka pemohon  
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peninjauan kembali harus menyatakan di bawah sumpah dimana pernyataan 
sumpah itu dibuat secara tertulis yang berisi penjelasan bahwa pada hari dan 
tanggal tersebut telah menemukan alat bukti surat dengan menyebut alamat 
ataupun kantor dimana alat bukti surat tersebut ditemukan, kemudian 
pernyataan sumpah tertulis tersebut di sahkan oleh pejabat yang berwenang. 
2. Tinjauan Terhadap Judex Facti dan Judex Juris 
Peradilan Indonesia terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi 
dan Mahkamah Agung. Judex facti dan judex juris dalam hukum Indonesia, 
adalah “dua tingkatan peradilan di Indonesia berdasarkan cara mengambil 
keputusan.”15  Hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi bertindak 
sebagai judex facti, sementara Hakim di Mahkamah Agung pada tingkat kasasi 
bertindak sebagai judex juris. “Judex facti berwenang memeriksa bukti-bukti 
dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut, sementara 
Judex Juris berwenang memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara yang 
telah dilakukan oleh Judex Facti.”16  
Setelah perkara diputus oleh Pengadilan Negeri, kemudian Pengadilan 
Tinggi memeriksa kembali fakta-fakta tersebut secara de novo yang artinya, 
Pengadilan Tinggi memeriksa kembali berbagai bukti dan fakta yang telah 
dikumpulkan. Hal ini terjadi apabila dalam suatu perkara salah satu pihak yang 
bersengketa melakukan banding ke Pengadilan Tinggi karena merasa tidak 
puas dengan keputusan Pengadilan Negeri.  
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Setelah melewati proses di Pengadilan Negeri dan upaya banding di 
Pengadilan Tinggi, kemudian selanjutnya merupakan wewenang Mahkamah 
Agung pada tingkat kasasi untuk memeriksa penerapan hukum dari perkara 
tersebut. Dalam hal ini tujuan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi adalah 
untuk menilai apakah penerapan hukum dalam kasus tersebut sudah tepat dan 
sudah memiliki dasar hukum yang kuat. 
a. Judex Facti 
          Berdasarkan arti kata „Judex‟ berarti hakim dan „Facti‟ berarti fakta, 
sehingga definisi dari judex facti adalah “majelis hakim di tingkat 
pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang memeriksa fakta-fakta pada 
perkara dalam persidangan”.17 Dengan kata lain judex facti artinya “sistem 
peradilan dimana majelis hakim berperan sebagai penentu fakta mana yang 
benar”.18 Selain itu juga judex facti lebih condong pada kewenangan hakim 
dalam menentukan suatu fakta hukum dalam suatu persidangan yang akan 
dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan.  
         Alasan mengapa Judex facti berwenang memeriksa fakta dan bukti 
dari suatu perkara di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi adalah 
karena dalam beracara perdata, pemeriksaan bukti hanya sampai pada 
tahapan upaya hukum Banding, selanjutnya adalah upaya hukum kasasi 
sebagai Judex Juris. Para hakim judex facti memeriksa bukti- bukti dari  
perkara dan menentukan nilai hukum dari fakta-fakta yang diajukan dalam 
perkara tersebut untuk dijadikan dasar oleh hakim dalam mengambil 
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b. Judex Juris 
Pengertian judex juris adalah “hakim pada tingkat selanjutnya (Mahkamah 
Agung pada tingkat Kasasi) yang memeriksa hukum dari suatu perkara dan 
menerapkan hukum tersebut terhadap fakta-fakta perkara tersebut”. 19 
Dengan demikian bahwa, keputusan judex juris adalah putusan yang 
dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yang merupakan hasil pemeriksaan 
terkait penerapan hukum dari Judex Facti.  
         Mahkamah Agung pada tingkat pemeriksaan Kasasi dikenal dengan 
istilah judex juris, karena sesuai alasan dari pengajuan kasasi yang diatur 
dalam Pasal 30 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 
Tentang Mahkamah Agung merupakan suatu alasan penerapan hukum yang 
telah dilakukan oleh pengadilan tingkat bawahan. Wewenang Mahkamah 
Agung tersebut tercantum dalam Pasal 20 ayat (2) Undang Undang 
Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
yang menjelaskan Wewenang Mahkamah Agung ialah sebagai berikut: 
1) “Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada 
tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang 
berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan 
lain; 
2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang 
terhadap undang-undang;  






3) Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.”  
           Pengaturan lebih lanjut mengenai Mahkamah Agung terdapat dalam 
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang 
Undang  Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang Undang  
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. 
Sebagai Peradilan Tingkat Tertinggi, Mahkamah Agung memiliki 2 fungsi 
yakni sebagai pemeriksaan pada tingkat Kasasi dan pada tingkat Peninjauan 
Kembali.  
          Dalam hal pemeriksaan pada tingkat Kasasi, Mahkamah Agung 
berperan sebagai Judex Juris sesuai dengan alasan mengajukan Kasasi yang 
merupakan pemeriksaan suatu penerapan hukum (Pasal 30 Undang Undang  
Republik Indonesia No.3/2009). Sedangkan pada pemeriksaan tingkat 
Peninjauan  Kembali, Mahkamah Agung dianggap sebagai Judex Facti 
karena 6 alasan pengajuan PK (Pasal 67 Undang Undang  Republik 
Indonesia No.3/2009), 3 diantaranya merupakan pemeriksaan suatu fakta. 
 
B. Tinjauan tentang Peninjauan Kembali (PK) 
1. Pengertian Peninjauan Kembali 
Dalam suatu proses penyelesaian perkara di peradilan umum, para pihak 
yang berperkara memiliki tujuan untuk memperoleh putusan hakim yang 
berkekuatan hukum tetap. Namun pada kenyataannya, setiap putusan yang 
dijatuhkan oleh hakim belum tentu memenuhi unsur keadilan dan kebenaran 
karena pada hakekatnya hakim juga merupakan seorang manusia yang dapat 




pihak. “Berdasarkan hal tersebut undang-undang memberi suatu cara bagi 
pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim  
untuk melakukan perlawanan dalam hal tertentu sebagai alat untuk mencegah 
atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.”20 
Berdasarkan pengertian di atas, upaya hukum merupakan upaya yang 
diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum dalam hal 
tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang 
tidak puas terhadap putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa 
yang diinginkan dan tidak memenuhi rasa keadilan demi mencegah kekeliruan 
dalam suatu putusan.  
Upaya hukum merupakan segmentasi atau bagian dari hukum acara 
perdata, menurut Wirjono Projodikoro, Pengertian Hukum Acara Perdata 
adalah norma-norma yang memuat tata cara seseorang bertindak dihadapan 
pengadilan sekaligus tata cara pengadilan memperlakukan seseorang tersebut, 
yang keduanya koheren dalam melaksanakan hukum materiil perdata.
21
 
R.Subekti memberi pengertian hukum acara perdata adalah  sebuah hukum 
yang disediakan untuk menghamba atau mengabdi kepada hukum perdata.
22
 
Konsep keterkaitan ini oleh MH. Tirraamidjaja diartikan sebagai sebab akibat, 
adanya hukum acara perdata merupakan akibat dari adanya hukum perdata.
23 
Istilah upaya hukum dapat ditemui baik dalam perkara perdata maupun dalam 
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perkara pidana, adapaun pembahasan upaya hukum sebagaimana yang dimasud 
adalah upaya hukum dalam perkara perdata. Beberapa literasi hukum acara 
perdata memberikan pengertian terkait  upaya hukum, diantaranya sebagai 
berikut: 
a. Upaya hukum merupakan upaya yang telah disediakan oleh peraturan 
perundang-undangan pada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal 
tertentu melawan putusan hakim.
 24
 
b. Upaya hukum yaitu suatu media usaha bagi pribadi atau badan hukum yang 
merasa dirugikan haknya atau atas kepentingan untuk memperoleh keadilan 




c. Upayavhukumvmerupakanvupaya yangvdiberikanvolehvundang- undang 
kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan 
putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan 
putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, 
tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang 
dapat melakukan kesalaha/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau 
memihak salah satu pihak.
26
 
Terhadap beberapa pengertian upaya hukum diatas dapat penulis 
ketengahkan bahwa upaya hukum merupakan saluran hukum yang telah 
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disediakan oleh Negara lewat peraturan perundang-undangan untuk 
menjamin hak warga Negara atau badan hukum yang tidak menerima 
putusan hakim. Saluran hukum ini merupakan bentuk kehadiran Negara 
untuk memastikan dan menjamin hak-hak setiap warga Negara agar tidak 
diberangus lewat putusan hakim. Upaya hukum merupakan reaksi yang 
ditimbulkan oleh subyek hukum akibat suatu perkara yang telah diputus 
oleh Pengadilan tingkat pertamadisebabkan putusan Pengadilan tingkat 
pertamadianggap kurang memeberi rasa keadilan.
27
 Tanggapan tersebut 
lantas diajukan kepada pengadilan yang lebih tinggi atau pengadilan yang 
setingkat lebih tinggi dengan Pengadilan tingkat pertamadan seterusnya. 
2. Jenis-jenis Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata 
         Hukum acara perdata dan pidana mempunyai kesamaan dalam beberapa 
pengaturannya, pun demikian dalam pengaturan upaya hukum, meskipun 
demikian tidak bisa disamakan sama sekali. Upaya hukum dibagi manjadi 2 
(dua), yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa atau sering 
disebut juga dengan upaya hukum istimewa. Upaya hukum biasa meliputi 
verzet, banding, kasasi yang kesemuanya bersifat menangguhkan putusan. 
Sedangkan upaya hukum luar biasa meliputi peninjauan kembali dan  perlawan 
terhadap sita eksekutorial yang pada dasarnya tidak menangguhkan eksekusi.
28 
Berbagai literasi sebenarnya tidak memberi definisi yang jelas terhadap 
munculnya pembagian upaya hukum kedalam istilah upaya hukum biasa dan 
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upaya hukum luar biasa atau istimewa, bahkan menurut V. Harlen Sinaga 
pemakaian istilah tersebut dianggap kurang tepat. Argumentasi  yang demikian 
bukanlah tidak mendasar, setidaknya ada dua argumentasi yang bisa 
dikemukakan. Pertama, upaya hukum luar biasa seperti halnya peninjauan 
kembali dalam salah satu alasan pengajuannya yakni dengan ditemukannya 
novum (alat bukti baru), yang alasana ini juga digunakan dalam proses kasasi, 
sehingga pada prisnsipnya tidak bisa dibedakan atau diistimewakan dengan 
upaya hukum biasanya (kasasi). Kedua, upaya hukum atas eksekusi, tidak bisa 
sama sekali digolongkan sebagai upaya hukum luar biasa, karena masih 
terbuka upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Sederhananya 
upaya hukum dapat dikategorisasikan berdasarkan subtansi yang melekat pada 
upaya hukum itu sendiri ke dalam upaya hukum perlawanan dan upaya hukum 
atas pembatalan putusan pengadilan.
29
 
Pandangan yang yang berbeda disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, 
yang memandang dari sifat dan berlakunya  upaya  hukum itu sendiri.
10
 Upaya 
hukum biasa pada asasnya berlaku untuk  setiap  putusan selama dalam koridor 
atau tenggang waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangna 
yang berlaku. Penggunaan wewenang upaya hukum oleh para pihak harus 
didahului dengan terbitnya putusan pengadilan, sehingga sifatnya 
menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Upaya hukum biasa ialah 
perlawanan (verzet), banding, dan kasasi.
11
 Sementara disisi lain ada suatu 
putusan yang sifatnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun menjadi 
                                                           





masalah ketika putusan tersebut masih dirasa telah merugikan salah satu pihak 
atau para pihak, sehingga saluran hukum yang tersedia adalah upaya hukum 
luar biasa atau istimewa. Upaya hukum luar biasa tersebut ialah request civil 
(peninjauan kembali) dan dardenverzet (perlawanan) dari pihak ketiga.
12 
Dalam Hukum Acara Perdata dikenal 2 macam upaya hukum, diantaranya 
yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang terletak 
diantara kedua upaya hukum ini adalah upaya hukum biasa menangguhkan 
eksekusi kecuali bila suatu tuntutan dikabulkan serta mertanya, sedangkan 
upaya hukum luar biasa tidak menangguhkan eksekusi. 
a. Upaya Hukum Biasa 
     “Upaya hukum biasa bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk 
sementara”.30 Upaya hukum biasa sifatnya terbuka untuk setiap putusan 
selama tenggang waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang- 
undangan. Wewenang untuk menggunakannya hapus dengan menerima 
putusan. Upaya hukum biasa yakni; perlawanan (verzet), banding, dan 
kasasi. 
b. Perlawanan (verzet) 
Pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang 
pada umumnya menjadi pihak yang dikalahkan. “Perlawanan merupakan 
upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat 
atau biasa disebut putusan verstek”.31  Prosedur mengajukan perlawanan 
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diatur dalam Pasal 129 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa :
32
 Dalam 
waktu 14 hari setelah putusan verstek itu diberitahukan kepada tergugat 
sendiri, jika putusan tidak diberitahukan kepada tergugat sendiri maka; 
1) Perlawanan boleh diterima sehingga pada hari kedelapan setelah 
teguran (aanmaning) yang tersebut dalam pasal 196 HIR atau; 
2) Dalam delapan (8) hari setelah permulaan eksekusi (pasal 197 HIR). 
Upaya perlawanan hanya dapat diajukan satu kali, apabila terhadap upaya 
perlawanan ini tergugat tetap dikenakan putusan verstek, maka tergugat 
harus menempuh upaya banding. 
c. Banding 
         Upaya hukum banding diajukan apabila para pihak merasa tidak puas 
terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri. Pengertian upaya hukum banding 
merupakan “suatu upaya hukum biasa yang dapat diajukan oleh salah satu 
atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan   
Negeri.”33 Pengajuan upaya hukum banding ditujukan kepada Pengadilan 
Tinggi melalui Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan. 
Dengan mengajukan upaya hukum banding sesuai azasnya maka, proses 
eksekusi atau pelaksanaan isi Putusan Pengadilan Negeri tersebut belum 
dapat dilaksanakan, karena putusan tersebut belum mempunyai kekuatan 
hukum yang tetap sehingga belum dapat dieksekusi, kecuali dalam putusan 
serta merta (putusan uit voerbaar bij voeraad).  
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          Upaya hukum Banding “diatur dalam Pasal 188 s/d 194 HIR (untuk 
daerah Jawa dan Madura) dan Pasal 199 s/d 205 RBg (untuk daerah di luar 
Jawa dan Madura)”34  Kemudian “berdasarkan Pasal 3 Jo Pasal 5 UU No. 1 
Tahun 1951 (UU Darurat No. 1/1951), Pasal 188 s/d 194 HIR dinyatakan 
tidak berlaku lagi dan diganti dengan UU Bo. 20 Tahun 1947 tentang 
Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.”35 Sedangkan daerah di 
luar Jawa dan Madura tetap digunakan RBg. Permohonan banding harus 
diajukan kepada panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan 
tersebut, pernyataan ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 7 
Undang Undang  Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 Tentang 
Pengadilan Peradilan Ulangan.  
          Prosedur mengajukan permohonan banding menurut Pasal 21 Undang 
Undang  Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman jo. Pasal 7 s/d 9 Undang Undang  Republik Indonesia Nomor 20 
tahun 1947 yaitu : 
1) “Dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dimana putusan 
tersebut dijatuhkan, dengan terlebih dahuku membayar lunas biaya 
permohonan banding. 
2) Permohonan banding dapat diajukan tertulis atau lisan (pasal 7 UU No. 
20/1947) oleh yang berkepentingan maupun kuasanya. 
3) Panitera Pengadilan Negeri akan membuat akta banding yang memuat 
hari dan tanggal diterimanya permohonan banding dan ditandatangani 
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oleh panitera dan pembanding. Permohonan banding tersebut dicatat 
dalam Register Induk Perkara Perdata dan Register Banding Perkara 
Perdata. 
4) Permohonan banding tersebut oleh panitera diberitahukan kepada pihak 
lawan paling lambat 14 hari setelah permohonan banding diterima. 
5) Para pihak diberi kesempatan untuk melihat surat serta berkas perkara di 
Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari. 
6) Walau tidak harus tetapi pemohon banding berhak mengajukan memori 
banding sedangkan pihak Terbanding berhak mengajukan kontra memori 
banding. Untuk kedua jenis surat ini tidak ada jangka waktu 
pengajuannya sepanjang perkara tersebut belum diputus oleh Pengadilan 
Tinggi. (Putusan MARI No. 39 k/Sip/1973, tanggal 11 September 1975). 
7) Pencabutan permohonan banding tidak diatur dalam undang-undang 
sepanjang belum diputuskan oleh Pengadilan Tinggi pencabutan 
permohonan banding masih diperbolehkan.” 
Jangka waktu permohonan banding dapat diajukan dalam waktu 14 
(empat belas) hari setelah putusan dijatuhkan, namun terhadap permohonan 
banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut, tetap dapat 
diterima dan dicatat dengan syarat membuat surat keterangan Panitera, 
bahwa permohonan banding telah lampau. 
d. Kasasi 
        Kasasi termasuk dalam upaya hukum biasa yang dapat diajukan oleh 
salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan 




“memecahkan atau membatalkan, sehingga bila suatu permohonan kasasi 
terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, 
maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena 
dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.”3643 Para 
pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan 
Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung. Pemeriksaan kasasi hanya 
meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan 
pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaaan 
tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat 
ketiga.  
         Alasan mengajukan kasasi menurut Pasal 30 UU RI No. 3/2009 antara 
lain : 
1) “Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang 
Tidak bewenangan yang dimaksud berkaitan dengan kompetensi relatif 
dan absolut pengadilan, sedang melampaui batas bisa terjadi bila 
pengadilan mengabulkan gugatan melebihi yang diminta dalam surat 
gugatan. 
2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku 
Yang dimaksud disini adalah kesalahan menerapkan hukum baik hukum 
formil maupun hukum materil, sedangkan melanggar hukum adalah 
penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex facti salah atau 
bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat juga 
                                                           




diinterprestasikan penerapan hukum tersebut tidak tepat dilakukan oleh 
judex facti. 
3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan 
Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya 
putusan yang bersangkutan. Contohnya dalam suatu putusan tidak 
terdapat irah-irah.” 
4) Permohonan kasasi harus sudah disampaikan dalam jangka waktu 14 hari 
setelah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksud diberitahukan 
kepada Pemohon (Pasal 46 ayat(1) UU RI No. 3/2009 Tentang 
Mahkamah Agung), bila tidak terpenuhi maka permohonan kasasi tidak 
dapat diterima.  
            Prosedur upaya hukum kasasi sebagaimana diatur dalam UU RI 
Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung dijabarkan sebagai 
berikut:  
1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pihak yang berhak baik secara 
tertulis atau lisan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang memutus 
perkara tersebut dengan melunasi biaya kasasi.  
2) Pengadilan Negeri akan mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar, 
dan hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampurkan 
pada berkas.  
3) Paling lambat 7 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan panitera 
Pengadilan Negeri memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan. 
4) Dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam 




alasan-alasan permohonan kasasi. 
5) Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan memori kasasi pada 
lawan paling lambat 30 hari. 
6) Pihak lawan berhak mengajukan kontra memori kasasi dalam tenggang 
waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi. 
7) Setelah menerima memori dan kontra memori kasasi dalam jangka 
waktu 30 hari Panitera Pengadilan Negeri harus mengirimkan semua 
berkas kepada Mahkamah Agung.”44 
Berbeda dengan tenggang waktu yang diberikan dalam permohonan upaya 
hukum banding yang masih dapat diterima dengan membawa surat 
keterangan panitera, permohonan kasasi tidak dapat diterima apabila 
melewati tenggang waktu yang telah diberikan. Dalam hal ini Mahkamah 
Agung pada pemeriksaan di tingkat Kasasi dianggap sebagai Judex Juris, 
sesuai dengan Pasal 30 Undang Undang Republik Indonesia  Nomor 3 tahun 
2009 bahwa alasan-alasan tersebut termasuk dalam pemeriksaan penerapan 
hukum. 
e. Upaya Hukum Luar Biasa  
            Dengan memperoleh kekuatan hukum tetap suatu putusan dapat 
diajukan upaya hukum luar biasa oleh pihak yang berperkara. Suatu putusan 
memperoleh kekuatan hukum tetap apabila tidak tersedia lagi upaya hukum 
biasa. Untuk putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap ini tersedia upaya hukum istimewa, dikatakan istimewa karena upaya 




mentah kembali. “Upaya hukum istimewa hanya boleh dilakukan dalam hal-
hal tertentu sebagaimana yang diatur dalam undang-undang saja”37 Yang 
termasuk upaya hukum istimewa yakni Peninjauan Kembali (request civil) 
dan Perlawanan Pihak Ketiga (derden verzet). 
1) Peninjauan Kembali (request civil) 
         Upaya hukum peninjauan kembali disebut juga dengan request civil 
yang merupakan suatu upaya agar putusan pengadilan baik dalam tingkat 
Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung yang 
telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) agar mentah 
kembali. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam buku Soeroso 
berpendapat bahwa, “Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum 
terhadap putusan tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir 
tergugat (verstek), dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk 
mengajukan perlawanan.”38 Permohonan upaya hukum Peninjauan 
Kembali pada dasarnya tidak menangguhkan ataupun menghentikan 
pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi putusan).  
        Seiring perkembangannya dewasa ini, pengaturan Peninjauan 
Kembali diatur dalam pasal 66-75 UU RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Mahkamah Agung atas perubahan kedua dari UU RI Nomor 14 Tahun 
1985. Berdasarkan UU RI Nomor 3 Tahun 2009 tersebut dijelaskan 
prosedur mengajukan permohonan peninjauan kembali sebagai berikut: 
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a) “Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pihak yang berhak 
kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang 
memutus perkara dalam tingkat pertama. 
b) Membayar biaya perkara. 
c) Permohonan Pengajuan Kembali dapat diajukan secara lisan maupun 
tertulis. 
d) Bila permohonan diajukan secara tertluis maka harus disebutkan 
dengan jelas alasan yang menjadi dasar permohonannnya dan 
dimasukkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus 
perkara dalam tingkat pertama. ( Pasal 71 ayat 1 ) 
e) Bila diajukan secara lisan maka ia dapat menguraikan 
permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri 
yang bersangkutan atau dihadapan hakim yang ditunjuk Ketua 
Pengadilan Negeri tersebut, yang akan membuat catatan tentang 
permohonan tersebut. ( Pasal 71 ayat 2 ) 
f) Hendaknya surat permohonan peninjauan kembali disusun secara 
lengkap dan jelas, karena permohonan ini hanya dapat diajukan 
sekali. 
g) Setelah Ketua Pengadilan Negeri menerima permohonan peninjauan 
kembali maka panitera berkewajiban untuk memberikan atau 
mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan 
pemohon paling lambat 14 hari dengan tujuan agar dapat diketahui 




h) Pihak lawan hanya punya waktu 30 hari setelah tanggal diterima 
salinan permohonan untuk membuat jawaban bila lewat maka 
jawaban tidak akam dipertimbangkan. ( Pasal 72 ayat 2 ) 
i) Surat jawaban diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang oleh 
panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal diteimanya untuk 
selanjutnya salinan jawaban disampaikan kepada pemohon untuk 
diketahui. ( Pasal 72 ayat 3 ) 
j) Permohonan peninjauan kembali lengkap dengan berkas perkara 
beserta biayanya dikirimkan kepada Mahkamah Agung paling lambat 
30 hari. ( Pasal 72 ayat 4 ) 
k) Pencabutan permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan 
sebelum putusan diberikan, tetapi permohonan peninjauan kembali 
hanya dapat diajukan satu kali. ( Pasal 66 )”39 
Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali 
adalah “pihak yang berperkara sendiri atau ahli warisnya atau ahli 
seorang wakilnya yang dikuasakan secara khusus untuk itu.”40 
Pernyataan tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 68 ayat (1) 
Undang Undang  Republik Indonesia  Nomor 3 Tahun 2009 Tentang 
Mahkamah Agung. Berdasarkan isi pasal tersebut bahwa orang ketiga 
bukanlah pihak dalam perkara perdata tersebut, maka orang ketiga tidak 
dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali. Terkait permohonan 
upaya hukum peninjauan kembali, tenggang waktu untuk mengajukannya 
                                                           





adalah 180 hari untuk beberapa alasan sebagaimana yang telah ditentukan 
dalam undang- undang (Pasal 69 UU RI No.3/2009). 
2) Perlawanan Pihak Ketiga (derden verzet) 
         Perlawanan pihak ketiga atau yang dikenal dengan istilah derden 
verzet merupakan upaya hukum luar biasa. “Perlawanan pihak ketiga  
yakni perlawanan yang dilakukan oleh orang yang semula bukan 
merupakan pihak yang bersangkutan dalam berperkara dan hanya karena 
ia merasa berkepentingan”.41 Oleh karena ia merasa mengenai barang 
yang disengketakan atau sedang disita dalam suatu perkara sebenarnya 
bukan milik tergugat, tetapi milik pihak ketiga. Perlawanan pihak ketiga 
ini, digunakan oleh pihak ketiga untuk melawan putusan hakim, baik 
putusanyang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht)  
maupun perkara yang sedang dalam proses. Dasar hukum yang mengatur 
tentang perlawanan pihak ketiga adalah Pasal 208 HIR/228 RBG. 
         Pasal tersebut mengatakan ketentuan pasal diatas berlaku juga, jika 
orang lain membantah dalam hal pelaksanaan putusan tersebut, karena 
dikatakannya bahwa barang yang disita tersebut adalah miliknya. Pasal 
yang dimaksud ketentuan diatas adalah Pasal 207 HIR yang berbunyi; 
a) Bantahan orang yang berutang tentang pelaksanaan putusan, baik 
dalam hal yang disita adalah barang yang tidak tetap, maupun dalam 
hal yang disita barang yang tetap, harus diberitahukan oleh orang 
yang hendak membantah tersebut, dengan surat atau dengan lisan 
                                                           




kepada ketua pengadilan negeri, yang tersebut pada ayat (6) Pasal 
195; Kemudian perkara tersebut dihadapkan oleh ketua pada 
persidangan pengadilan negeri, supaya diputuskan sesudah kedua 
belah pihak diperiksa atau dipanggil secara patut; 
b) Bantahan itu tidak dapat menunda pelaksanaan putusan (eksekusi) 
kecuali jika ketua memberikan perintah supaya hal itu ditangguhkan 
sampai jatuh putusan pengadilan negeri. 
Perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap sita jaminan 
harus benar-benar mempunyai kepentingan untuk meminta diangkatnya 
sita tersebut, karena sita tersebut merugikan haknya. Seperti penyitaan 
terhadap barang-barang yang digunakan dan dibutuhkan sehari-hari 
untuk menjalankan pekerjaan, hal ini diatur dalam Pasal 195 ayat (6) dan 
(7) HIR yang menegaskan apabila suatu penetapan tersebut dibantah 
karena penyitaan terhadap barang miliknya maka dapat mengajukan 
perlawanan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut. 
Menurut Rocky Marbun, prosedur dalam mengajukan perlawanan pihak 
ketiga yang harus dilaksanakan yaitu : 
a) “Diajukan oleh pihak ketiga guna membela dan mempertahankan hak 
kepentingannya di pengadilan, bukan sebagai kewajiban; 
b) Pelawan bukan subjek yang terlibat langsung sebagai pihak dalam 
putusan yang dilawan; 
c) Pada derden verzet, pelawan harus menarik seluruh pihak yang terlibat 
dalam putusan yang dilawan. Hal ini merupakan syarat mutlak yang 




berupa error in persona yang dapat mengakibatkan putusan atau 
gugatan tidak dapat diterima; 
d) Tenggang waktu derden verzet dapat dikatakan luas tetapi juga dapat 
dikatakan sempit, karena tidak dibatasi oleh jumlah hari, minggu, 
bulan, dan bahkan tahun, yang membatasinya adalah eksekusi 
putusan. Kalau eksekusi itu cepat maka cepat pula habisnya tenggang 
waktu untuk mengajukan derden verzet. Apabila lambat maka lambat 
pula berakhirnya tenggang waktu untuk mengajukan derden verzet; 
e) derden verzet didaftar sebagai perkara baru dengan membayar biaya 
perkara baru; 
f) Karena derden verzet didaftar sebagai perkara baru dengan membayar 
biaya perkara baru, maka terpisah dari nomor perkara yang dilawan; 
Karena derden verzet itu sebagai perkara baru, yang menjadi bahan 
pemeriksaan adalah perlawanan pelawan. Bila terlawan membantah 
dalil pelawan maka pelawan berkewajiban membuktikan dalilnya”.42 
3) Kewenangan Hakim Dalam Memutus Perkara 
Hakim sebagai penegak hukum bertugas memeriksa, mengadili dan 
memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya. Demi tercapainya 
keadilan, hakim dalam memutus perkara perdata berdasarkan pada 
peraturan yang relevan sebagai seorang penegak hukum. Setiap hakim 
dilarang menolak perkara yang diajukan kepadanya. Apabila hakim 
menolak perkara, maka hakim tersebut dapat dituntut karena telah 
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melanggar kode etik serta tugasnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 
UU RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang 
menyatakan bahwa: 
a) “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan 
memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum 
tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 
mengadilinya. 
b) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha 
penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.” 
Berdasarkan ketentuan diatas, seorang hakim dituntut untuk dapat 
menerima dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. “Hakim tidak 
boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada undang-undang yang 
mengatur atau pengaturan hukum yang tidak jelas karena sebagai 
penegak hukum, hakim dianggap mengetahui hukum (Ius curia novit)”43 
Apabila suatu perkara yang diajukan kepada hakim tersebut mengandung 
unsur kekosongan norma ataupun kekaburan norma, maka hakim 
berwenang untuk mengadili dan memutus perkara tersebut dengan 
menggali dan menemukan hukum baru atau hukum yang sesuai untuk 
diterapkan pada perkara tersebut.  
Hakim berwenang untuk menggali dan melakukan penemuan 
hukum terhadap perkara yang tidak diatur atau pengaturan yang tidak 
jelas dalam peraturan perundang-undangan, seperti yang diatur dalam 
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Pasal 5 UU RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 
yang menyebutkan: “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami 
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.44 
Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa hakim memiliki kebebasan 
dalam memutus suatu perkara. Kebebasan yang dimaksud ialah hakim 
berada dalam keadaan yang bebas pada saat mengadili, artinya hakim 
tidak terpengaruh apapun atau siapapun dalam memutus suatu perkara. 
Keadaan yang bebas ini sangat penting sebab apabila hakim memberikan 
putusan karena dipengaruhi oleh suatu hal lain di luar konteks perkara 



















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
1. Pengaturan Novum Sebagai Dasar dalam Upaya Hukum Peninjauan 
Kembali 
Perjalanan panjang istilah peninjaun kembali sebelum  akhirnya  saat ini 
menjadi salah satu eksistensi kewenangan dari Mahkamah Agung telah 
melalaui dan menempa diri diberbagai validitas hukum yang ada di Indonesia. 
Beberapa akan disamapaikan dasar atau rujukan Peninjauan Kembali dalam 
sistem hukum di Indonesia. 
a. Semula Diatur dalam Pasal 385 Rv  
         Menurut Mariane Termorshuizen sebagaimana dikutip oleh Yahya 
Harahap,
45
 mengatakan bahwa request civiel atau rekes civiel sama dengan 
peninjauan kembali. Kamus Hukum, Edisi Lengkap
46
 menyatakan request 
civiel yang diatur dalam Pasal 385 Rv adalah permohonan mengulang 
perkara beralasan luar biasa, dapat dimaknai dalam upaya hukum 




          Putusan atas bantahan yang dijatuhkan pada tingkat  terakhir  dan 
putusan verstek yang tidak dapat diajukan perlawanan lagi, dapat ditarik 
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kembali atas permintaan seseorang yang pernah menjadi salah satu pihak 
atau seseorang yang terpanggil dengan alasan-alasan sebagai berikut: 
1) Putusan didasarkan pada penipuan atau tipu muslihat pihak lawan; 
2) Jika diputus mengenai hal yang tidak dituntut; 
3) Jika putusan melebihi yang dituntut; 
4) Jika ada kelalaian memberi putusan tentang sebagian dari tuntutan; 
5) Terdapat dua putusan yang saling bertentangan; 
6) Putusan dijatuhkan berdasarkan surat yang diakui kemudian palsu; 
7) Ditemukan novum berupa surat-surat yang bersifat menentukan. 
Request civiel yang tidak mendapat akomodasi validitas hukum dalam 
HIR dan RBG, membuat hakim menafsirkan secara a contrario terhadap 
pasal 393 HIR, sehingga memberi kemungkinan bagi pengadilan 
menggunakan sistem hkum acara diluar HIR jika hal tersebut menjadi 
kebutuhan yang medesak, karena kesemuanya demi kemanfaatan dalam 
memenuhi hukum acara itu sendiri  (proces doelmatigheid).
41   
Seperti hal gayung bersambut, kemudian penerapan yang demikian 
dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusannya bernomor 
No. 21/1953 antara lain mengatakan, proses request civiel benar-benar 
memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan pertumbuhan hukum acara 
di Indonesia, dengan  limitasi atau batasan dalam penggunaanya tidak 
terikat pada ketentuan Rv. Selain PN Surabay, PN Medan juga 
mengakomodir keberadaan request civiel, namun yang membuat berbeda 
adalah titik tolak alasan dalam pelaksanaan r.c. tersebut adalah sebagai 




r.c. yang digariskan dalam Pasal 385 Rv; b) sehingga memakai r.c. 
berdasarkan Pasal 385 Rv tidak dibutuhkan dan  mutlak (berlebihan), sebab 
pada saat sekarang r.c. sudah diterima sebagai hukum acara yang hidup di 
peradilan.
42
 Pasal 385 Rv mendapat legitimasi menjadi cikal bakal 
terbentuknya lembaga request civil dalam praktek peradilan melalui doktrin 
proces doelmatigheid atau kepentingan beracara. 
b. SEMA Nomor 6 Tahun 1967 Bersifat Mendua 
        Mahkamah Agung pada tanggal 29 September 1967 mengeluarkan 
SEMA Nomor 6 Tahun 1967 yang berisi: a) Pasal 15 UU No. 19 Tahun 
1964 (tentang Kekuasaan Pokok Kekuasaan Kehakiman) dan Pasal 31 UU 
No. 13 Tahun 1965 (tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan 
Umum dan Mahkamah Agung), telah mengatakan bahwa terhadap suatu 
putusan  yang  telah berkekuatan hukum tetap, dapat dimohonkan PK ke 
MA; b) meskipun dalam kedua undang-undang tersebut tealh 
mengakomodasi keberadaan PK, namun untuk syarat-syarat formilnya 
belum diatur; c) dengan demikian, tindakan yang harus diambil mengacu 
kepada penggarisan berikut: (1) apabila permohoan PK langsung diajukan 
ke MA, harus menjatuhkan putusan menyatakan permohonan PK tidak 
dapat diterima; (2) jika permohonan diajukan langsung ke PN atau PT, 
putusan yang harus dijatuhkan menyatakan tidak berwenang mengadili. 
Ketentuan tersebut bersifat ambiguity, disisi lain peratuan perundang-
undangan telah mengakomodir mengenai keberadaan PK, namun disisi lain 
karena syarat-syarat formilnya belum diatur maka permohonan harus 




menengarai bahwa SEMA ini tidak mematikan, tetapi juga tidak 
menghidupkan lembaga request civiel atau PK dimaksud, namun 
membuatnya dalam keadaan status quo.
43
 
c. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1969 Mencabut 
SEMA Nomor 6 Tahun 1967 
          Dua tahun beselang lebih tepat pada tanggal 9 Juli 1969, 
dikeluarkanlah PERMA Nomor 1 Tahun 1969. Muculnya PERMA ini 
dilatar belakangi oleh intensitas yang cukup tinggi pengajuan permohonan 
SEMA baik ke PN maupun ke MA itu sendiri. Problematika yang timbul 
akibat keberadaan SEMA Nomor 6  Tahun 1967 membuat keadaan 
dilematis. Banyak permohonan yang mempunyai dasar-dasar pengajuan 
yang kuat, namun disisi lain  yang berwenang mengadili harus menyatakan 
tidak menerima permohonan tersebut karena belum ada hukum yang 
mengatur mengenai ketentuan tersebut dan berujung menimbulkan rasa 
ketidak adilan dan ketidak puasan. Latar belakang inilah yang dijadikan titik 
tolak oleh MA untuk mengeluarkan PERMA   434  sebelum ketentuan 
lebih lanjut   PK diatur dalam peraturan pelaksana. Perma ini terdiri dari 7 
(tujuh) pasal dengan uraian sebagai berikut: 
1) Putusan dengan jelas memperlihatkan kekhilafan hakim  atau kekeliruan 
yang mencolok; 
2) Putusan mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut atau melebihi dari apa 
yang dituntut; 





4) Terdapat putusan yang saling bertentangan antara pihak- pihak yang 
sama mengenai soal yang sama, atas dasar yang sama; 
5) Apabila dalam satu putusan terdapat ketentuan yang bertentangan satu 
sama lain; 
6) Putusan didasarkan atas kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan 
yang diketahui setelah perkara diputus, atau tipu keterangan saksi atau 
surat-surat bukti kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu; 
7) Setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat 
menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat dikemukakan 
(novum). 
     Alasan PK yang dikemukan dalam PERMA tersebut merupakan 
transplantasi dari Pasal 385 Rv. Selain memberi pengaturan atau guide line 
terhadap alasan pengajuan PK, PERMA tersebut juga memberi beberapa 
aturan mengenai kewenangan mengajukan PK, tenggang waktu pengajuan, 
bentuk pengajuan, alasan PK perkara 44 Himpunan SEMA dan PERMA, 
Tahun 1951-1997, MARI, 1999, 214 pidanan, putusan PK, dan juga 
memberi limitasi bahwa PK hanya boleh dilakukan satu kali.
45   
          
Hadirnya PERMA ini tidak menjadi solusi ditengah penantian kepastian 
siapa yang berhak mengadili putusan PN dan PT jika diajukan PK. PERMA 
ini hanya mengakomodir perihal kewenangan mengadili PK oleh MA 
sebatas pengajuan tersebut berdasar putusan kasasi dari MA tidak 





d. SEMA Nomor 18 Tahun 1969 Menunda Pelaksanaan PERMA Nomor 1 
Tahun 1969. 
           Berselang 3 (tiga) bulan diterbitkanlah sebuah SEMA Nomor 18 
Tahun 1969 (23 Oktober 1969) yang menunda pelkasanaan PERMA Nomor 
1 Tahun 1969 (19 Juli 1969). PERMA tersebut ditunda dengan alasan 
sebagai berikut: 
1) Masih diperlukan peraturan lebih lanjut mengenai beberapa hal, seperti: 
1) Biaya perkara yang memerlukan persetujuan menteri kehakiman; 2) 
Peraturan peralihan mengenai permohonan- permohonan yang sudah 
mulai diperiksa yang ada pada PN dan PT. 
2) Menahan sementara permohonan yang telah diterima di kepaniteraan, 
dan apabila telah terbit peraturan lebih lanjut, mendaftarkannya sesuai 
tanggal penerimaan. 
Menjadi sebuah kejanggalan ketika yang dijadikan alat penundaan 
pelaksanaan PERMA adalah sebuah SEMA, karena sejatinya dari tidak ada 
hiraki atara SEMA dan PERMA sebagai bentuk validitas hukum sendiri. 
Alasan-alasan tersebut merupakan bentuk pengulangan dari kondisi 
sebelumya, karena nantinya pemeriksaan perkara PK ini berkaitan dengan 
hal teknis, maka perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai beberapa hal 
tersebut. Bertitik tolak dari alasan tersebut, SEMA menegaskan bahwa 
PERMA Nomor 1 Tahun 1969 belum dapat dijalankan atau dilaksanakan. 
e. PERMA Nomor 1 Tahun 1971 Mencabut PERMA Nomor 1 Tahun 1969 
Munculnya SEMA yang menunda pelakasanaan PERMA telah 




diberikan oleh dengan mengeluarkan PERMA Nomor 1  Tahun 1971, 
dimungkin hal ini karena MA menyadari kurang tepatnya kebijakan MA 
mengeluarkan SEMA untuk Menunda Pelaksanaan PERMA. Angaka 3 
(tiga) dalam isi PERMA tersebut  menyatakan bahwa untuk menjawab 
keragu-raguan yang ditimbulkan SEMA Nomor 18 Tahun 1969 tentang 
apakah lembaga PK dalam perkara perdata dikenal dalam kehidupan 
peradilan di Indonesia, perlua dikeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 1971 
untuk menjawabnya.  
Selanjutnya PERMA tersebut juga menyatakan bahwa terlalu lamanya 
pelaksanaan PERMA Nomor 18 Tahun 1969 sedangkan disisi lain RUU 
MA telah memberi sinyal positif akan kepastian hadirnya lembaga PK 
dalam peradilan di Indonesia, maka agar tidak tejadi kekososngan hukum 
atau kehampaan (vacuum ) mengenai PK, MA memutuskan:
46 
1) Mencabut PERMA Nomor 18 Tahun 1969 tanggal 19 Juli 1969; 
Memberitahu kepada pihak yang mengajukan permohonan PK 
berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 1969 dan SEMA Nomor 18 Tahun 
1969, dapat mengajukan r.c. tersebut menurut cara gugatan biasa dengan 
berpedoman kepada  Rv 
2) PERMA Nomor 1 Tahun 1976, Mencabut PERMA Nomor 1 Tahun 1971 
          Enam tahun sudah peraturan pelaksanaan PK mengalami kekosongan 
hukum atau kehampaan ( vacuum ), sehingga menyadari akan hal tersebut 
MA mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 1976, yang dalam 
konsederannya memuat beberapa hal berikut: a) berdasarkan Pasal 21 UU 




terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan 
syarat- syarat yang ditentukan undang-undang; b) memang MA pernah 
mengeluarkan PERMA Nomor 1 tahun 1969 yang mengatur permohonan 
PK, akan tetapi PERMA itu dicabut dengan PERMA Nomor 1 Tahun 1971 
atas alasan lembaga PK akan segera diatur dalam UU MA; c) akan tetapi 
ternyata RUU MA tersebut, tidak kunjung dibicarakan, oleh karena itu MA 
memutuskan untuk mencabut PERMA Nomor 1 Tahun 1971 serta SEMA 
Nomor 1 Tahun 1976 yang mendahuluinya.  
        Secara tidak langsung keberadaan PERMA Nomor 1  Tahun 1976 
menghidupkan kembali PERMA Nomor 1 Tahun 1969, hal itupun 
ditegaskan pada angka 2 bagian memtuskan, bahwa perkara- perkara yang 
telah didaftarkan di kepaniteraan MA sebelum PERMA Nomor 1 Tahun 
1976 dikeluarkan, diselesaikan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 1969, 
sehingga sejak saat itu penyelesaian perkara PK menggunaka PERMA 
Nomor 1 Tahun 1969.  
f. Lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 1980 
         PERMA ini tidak mempunyai perbedaan yang signifikan dengan 
PERMA Nomor 1 Tahun 1969, namun ada satu hal yang penting perlu 
dicatat dalam PERMA ini. Ketentuan Pasal 21 PERMA ini menyatakan 
bahwa membolehkan PK diajukan langsung ke MA, tanpa mengurangi 
kebolehan melalui Pengadilan Tingkat Pertama (PN) 
g. PERMA Nomor 1 Tahun 1982 
         Kehadiran PERMA ini sebagai penyempurna PERMA Nomor 1 Tahun 




dari Ketentuan Umum, Asas-asas PK, Tenggang  Waktu PK, Cara Prosedur 
Pengajuan PK, dan Ketentuan Peralihan. Ketentuan prinsip yang diatur 
dalam PERMA ini hampir sama dengan pengaturan PK yang terdapat dalam 
BAB IV, Bagian Keempat UU MA. Materi yang terdapat dalam PERMA ini 
menjadi bahan penyusunan lembaga PK yang sekarang diatur dalam UU 
MA. 
         Permohonan dan Pemeriksaan PK, Diatur dalam Bab IV, Bagian 
Keempat UU MA Peraturan yang mengatur mengenai eksistensi PK di 
peradilan Indonesia dapat di akomodir dengan lahirnya UU MA, sehingga 
dapat diketengahkan bahwa lahirnya validitas PK dalam sistem hukum di 
Indonesia secara de jure terlahir pada tahun 1985 dengan lahirnya Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana 
telah diperbaharui lewat pembaharuan yang pertama dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan diperbaharui untuk yang kedua kali 
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Ketentuan mengenai PK 
masih sama meskupun UU MA telah mengalami dua kali perubahan yakni 
di BAB IV, Bagian keempat dengan judul Pemeriksaan Peninjauan Kembali 
Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap. 
Ketentuan ini (BAB IV, Bagian Keempat) terdiri dari Pasal 66-77 (kurang 
lebih ada 11 pasal).  
          Perjalanan panjang yang akhirnya membuahkan hasil lembaga PK 
mendapatkan validitas hukumnya di UU MA seperti telah disebutkan diatas 
tidak semerta-merta menjadi sempurna dalam tartaran teori dan praktek. 




lembaga PK telah merusak sistem peradilan dan kepastian hukum. Faktanya 
upaya hukum PK telah menjelma menjadi peradilan tingkat keempat yang 
menganulir putusan kasasi meskipun alasan-alasan yang disampaikan tidak 
sesuai dengan apa yang digariskan oleh Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1985 Tentang Mahakamah Agung, sehingga hal tersebut terkesan 
mengabaikan prinsip atau asas upaya hukum luar biasa yang inheren 
dilekatkan pada lembaga PK.  
         Bunyi pasal 67: Permohonan peninjauan kembali putusan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan 
sebagai berikut: 
1) Jika putusan didasarkan pada suatu kebohongan  atau  tipu muslihat 
pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan 
pada bukti-bukti  yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. 
Tenggat waktu pengajuan peninjauan kembali terhadap alasan ini sejak 
diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim 
pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan 
kepada para pihak yang berperkara. 
2) Jika setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat 
menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. 
Tenggat waktu pengajuan permohonan kembali atas alasan ini yakni 
sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari  serta  tanggal 
ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan diashkan oleh 




3) Jika telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada 
yang dituntut. Tenggat waktu pengajuan permohonan peninjauan 
kembali terhadap alasan ini yakni sejak putusan memperoleh kekuatan 
hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang 
berperkara. Tenggat waktu ini juga berlaku untu alasan huruf d dan f. 
4) Jika mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum  diputus tanpa 
dipertimbangkan sebab-sebabnya. 
5) Jika antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas 
dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah 
diberikan putusan bertentangan satu dengan yang lainnya. Tenggat 
waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali terhadap alasan ini 
yakni sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh 
kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang 
berperkara. 
6) Jika dalam suatu putusan terdapat suatu  kekhilafan hakim atau suatu 
kekeliruan yang nyata. 
Sebagian kalangan ada yang menginginkan penghapusan lembaga PK, 
namun tidak sedikit pula yang ingin tetap dengan lembaga PK namun dengan 
syarat untuk alasan yang dapat dipergunakan dipersempit. Dalam perancangan 
RUU MA  perubahan pertama, Yahya Harahap yang juga termasuk kelompok 
pembentukan UU tersebut mengusulkan untuk alasan PK hanya terbatas tiga 
hal, yakni: 1) pemalsuan berdasarkan putusan pidana; 2) novum; dan 3) 




diakomodir sehingga alasan permohonan PK masih seperti yang dulu 
sebagaiman terdapat  dalam Pasal 67. 
2. Penerapan Novum dalam Sengketa Kepemilikan Dalam Perkara No. 40 
PK/Pdt./2003. 
          Hukum acara perdata terkhusus mengenai peninjauan kembali telah 
menekankan bahwa agar dapat diterimanya sebuah permohonan peninjaun 
kembali, permohonan tersebut harus memenuhi Pasal 67 ayat a sampai dengan 
f Undang Undang nomor 14 tahun 1985 jo Undang Undang Nomor 5 tahun 
2004 tentang Mahkamah Agung,  yakni mengenai subtansi alasan yeng 
terkualifisir ke dalam pasal tersebut. Ketentuan yang demikian menjelaskan 
bahwa alasan permohonan meruapakan entry point hakim untuk melihat suatu 
perkara yang dimohonkan layak dan memenuhi syarat sehingga kemudian 
permohonan tersebut diterima.  
           Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-
alasan sebagai berikut: 
a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau  tipu  muslihat 
pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada 
bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu; 
b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat 
menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan; 
c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada 
yang dituntut; 





e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang  sama, atas 
dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah 
diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain; 
f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu 
kekeliruan yang nyata. 
            Terkait penerapan alasan yang dihadirkan lewat putusan tersebut 
dengan merujuk Pasal 67  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang 
Mahkamah Agung kini telah mengalami perubahan ketiga dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)  
telah berkekuatan hukum tetap dan saling bertentangan, sehingga rujukan 
utamanya adalah Pasal 67 huruf (b) yang berbunyi:  “apabila setelah perkara 
diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada 
waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan”.    
         Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, 
atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama  atau  sama tingkatnya telah 
diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain”.    
         Putusan Mahkamah Agung Nomor 40 PK/Pdt/2003 juncto Putusan 
Pengadilan Negeri Brebes Nomor 5/Pdt.G/1995/PN.Bbs juncto Putusan 
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 76/Pdt/1996/PT.Smg 
juncto Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 2539K/Pdt./1997 yang telah 
berkekuatan hukum tetap.  




dengan adanya istilah novum, sehingga alasan tersebut bersinggungan erat yang 
lebih dikenal dengan istilah novum. Pasal tersebut berbunyi “apabila setelah 
perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang 
pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan”   
       Sejatinya istilah novum dalam acara perdata terbatas pada  alat  bukti surat 
yang telah ada sebelumnya namun tidak ditemukan pada saat  pemeriksaan 
sampai perkara tersebut telah diputus dan berkekuatan hukum tetap. Fakta 
persidangan mengungkapkan bahwa sejatinya yang menjadi bukti utama telah 
terpampang nyata, namun pada akhirnya dinyatakan palsu oleh pengadilan, 
sehingga tidak dalam keadaan baru atau bersifat novum.  
         Peninjauan Kembali yang diterima oleh Hakim, pertimbangannya adalah 
adanya alat bukti yang secara sah dan menyakinkan telah dipalsukan dengan 
dibuktikan lewat putusan pengadilan in casu Nomor 40 PK/Pdt/2003 juncto 
juncto juncto Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 5/Pdt.G/1995/PN.Bbs 
juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 
76/Pdt/1996/PT.Smg juncto Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 
2539K/Pdt./1997 dapat dikatakan bahwa alasan PK sebagaimana disampaikan 
diatas masuk dalam kriteria Pasal  67 huruf (a) UU MA, yang berbunyi sebagi 
berikut: “apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat 
pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada 
bukti-bukti yang kemudian oleh hakim dinyatakan palsu”.   
          Adapun kriteria yang disyaratkan dalam pasal tersebut adalah Putusan 
didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim dinyatakan palsu.  




yang pertama dengan produk Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Juni 
2000,  Nomor 2539/K/Pdt/1997 diberitahukan kepada pemohon Kasasi 
dahulu Tergugat I/Pembanding pada tanggal 26 Oktober 2000 kemudian 
terhadapnya oleh pemohon kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding diajukan 
permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan 
Negeri Brebes tanggal 15 Mei 2002 kemudian disusul dengan memori alasan-
alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes hari  itu 
juga.  
         Pertimbangan lain, tentang permohonan peninjauan kembali tersebut 
telah diberi tahu dengan pihak lawan dengan seksama pada tanggal 22 Mei 
2002, kemudian terhadapnya oleh pihak  lawannya telah diajukan jawaban 
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 26 Juni 2002           
Terhadap analisa penerapan pasal yang coba disandingkan dengan alasan yang 
digunakan hakim dalam menerima PK tersebut, lebih condong masuk dalam 
kriteria Pasal 67 huruf (a) yang berbunyi: “apabila putusan didasarkan pada 
suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah 
perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh  
hakim dinyatakan palsu”   
          Putusan Mahkamah Agung Nomor 40/PK/PDT/2003, dalam 
pertimbangannya menjelaskan bahwa permohonan peninjauan kembali dengan 
alasan yang sedikit berbeda dengan alasan-alasan yang telah dipakai oleh  
hakim dalam memeriksa suatu perkara peninjauan kembali. Sebelum jauh 
masuk kedalam alasan hakim dalam putusan tersebut, berikut kronologis 




1) Kronologis Permohonan 
        Perkara ini bermula dari sengketa terkait pertanahan antara Mbok 
Warni binti Warta sebagai pemohon PK dahulu pemohon kasasi/Tergugat 
I/Pembanding; melawan Mbok Carpinah binti Warta sebagai termohon PK 
dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding; dan Pak Nursin bin 
Takmad turut termohon PK dahulu turut termohon kasasi/Tergugat II/Turut 
Terbanding;   
        Pada intinya pemohon menghendaki agar Pengadilan Negeri Brebes 
menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah 
sawah, persil nomor 100 S.IV Luar 140 DA.  
        Pengadilan Negeri Brebes lewat putusan nomor 5/Pdt.G/1995/ PN.Bbs 
bahwa: 
1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian  
2) Menyatakan penggugat adalah pemilik  sah atas sebidang tanah sawah, 
persil nomor 100 S.IV luas tanah 1.297,6M
2
, terletak di desa Sengon 
Wetan Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes Ukuran Panjang = 162,2 
M dan Lebar = 8 Meter dengan batas-batas : 
- Utara  : Tanah Warni Sekarang Dijual pada Nursin 
- Timur  : Saluran tersier / tanggul 
- Selatan  : Tanah Caspinah 
- Barat  :  Tanah Damud / Karyadi 
3)  Menyatakan jual beli tanah sawah antara tergugat I dan tergugat II 







4) Menghukum tergugat I dan Tergugat II  atau siapa saja yang memperoleh 
hak daripada mereka untukmenyerahkan tanah sawah seluas 1,297,6 M
2
 
tersebut kepada penggugat dalam keadaan kosong 
5) menghukum pula tergat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa 
masing-masing sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap 
bulan. Manakala tergugat I dan Tergugat terlambat melaksanakan 
putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap. 
 6) Menghukum tergugat I dan tergugat II membayar biaya-biaya yang 
timbul dalam perkara ini yang sampai sekarang diperkirakan sebesar 
Rp.338.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan ribu, lima ratus rupiah)  
7) Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya; 
2) Alasan Peninjauan Kembali       
        Berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, suatu novum harus memenuhi 
persyaratan bahwa novum tersebut harus bersifat menentukan, dan novum 
tersebut ada sebelum perkara mulai diperiksa, dan novum tersebut tidak 
ditemukan ketika proses pemeriksaan berlangsung. Terkait dengan adanya 
novum dalam Putusan Nomor 40/PK/Pdt./2003 juga harus dikaji 
berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1985 juncto Undang undang nomor 5 tahun 2004 yang menyatakan bahwa 
apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat 




       Berdasarkan ketentuan ini dan pendapat dari Harahap, maka Putusan 
Nomor 2539/K/Pdt/1997 sebagai novum harus memenuhi syarat, salah 
satunya adalah surat bukti itu telah ada sebelum proses pemeriksaan 
perkara. Artinya bahwa surat bukti baru buku Leter C desa berupa surat 
keterangan nomor 198/14/IV/2000 tertanggal 22 April 2000 yang dapat 
dijadikan novum, Namun surat bukti baru tersebut harus surat bukti yang 
telah ada keadaannya sebelum gugatan dan proses pemeriksaan perkara 
dimulai. Adapun selama proses pemeriksaan perkara berlangsung sampai 
putusan perkara itu berkekuatan hukum tetap, tidak ditemukan, dan baru 
ditemukan setelah putusan perkara itu berkekuatan hukum tetap.  
Berdasarkan syarat tersebut, pengajuan putusan peninjauan kembali sebagai 
novum tidak terpenuhi. Karena putusan tersebut ada setelah bahkan jauh 
setelah perkara tersebut dimulai, dan belum ada sebelum perkara tersebut 
mulai diperiksa. Pemahaman yang tepat berdasarkan ketentuan ini justru ada 
pada Putusan Nomor 40/PK/Pdt./2003, di mana pemohon peninjauan 
kembali mengajukan Putusan Nomor 2539/K/Pdt/1997 sebagai novum yang 
menentukan ditolak oleh majelis hakim dengan alasan bahwa putusan 
tersebut ada setelah dimulainya perkara, sehingga tidak memenuhi syarat 
yang ditentukan dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1985 tentang Mahkamah Agung. Alasan yang diajukan selanjutnya adalah 
adanya pertentangan antara satu putusan dengan putusan yang lain yang 
diputus atas dasar yang sama, pihak yang sama, dan oleh pengadilan yang 
sama ataupun sama tingkatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf e 




putusan yang dianggap bertentangan satu sama lain adalah antara Putusan 
Nomor 2539 K/Pdt/1997 dengan Putusan Nomor 40/PK/Pdt./2003 
 3) Pertimbangan Hakim 
          Menimbang bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan oleh 
karena tidak sesuai dengan syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 
ayat a sampai dengan ayat f undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo 
Undang Undang Nomor 5 tahun 2004. 
4) Amar Putusan 
         Mengadili : Menolak permohonan peninjauan kembali dari Mbok 
Warni binti Warta ; 
         Menghukum pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya 
perkara dalam dalam tingkat Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar 
Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ; 
 
B. Pembahasan 
          Konsistensi Mahkamah Agung dalam penegakkan kepastian hukum 
peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa telah terbukti dari  beberapa 
fakta. Pertama, perubahan Undang-Undang Mahkamah Agung yang menerangkan 
validitas hukum PK terbatas satu kali dalam Pasal 66 UU MA tidak sama sekali 
dirubah meskipun UU MA telah mengalami tiga kali perubahan. Kedua, lahirnya 
SEMA Nomor 10 Tahun 2009 merupakan bentuk pengendalian Mahkamah 
Agung terhadap praktek peninjauan kembali yang sering dilakukan lebih dari satu 
kali, sehingga memerintahkan kepada Pengadilan tingkat pertama dan tingkat 




saling bertentangan meskipun berbeda lingkungan peradilan. Selain upaya 
pengendalian lewat hadirnya SEMA, MA juga mengendalikannya lewat 
pengaturan yang konsisten dalam sistem kamar sebagai upaya memperkuat dalam 
menjalankan fungsinya  sebagai judex jurist agar disparitas putusan yang 
seringkali mencolok dihadirkan oleh MA termasuk disparitas putusan peninjauan 
kembali dapat ditekan secara terstruktur, sistematis dan massive. Ketiga, 
Munculnya SEMA 07 Tahun 2014 merupakan respon terhadap Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Pasal 
268 ayat (3) undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata 
yang menyatakan, “(3) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya 
dapat dilakukan satu kali saja” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
Seakan tidak sejalan terhadap apa yang telah diputuskan MK meskipun putusan 
MK bersifat final dan mengikat, MA konsisten terhadap pendirian awal bahwa PK 
terbatas satu kali. Sikap tegas MA terhadap pembatasan PK yang hanya bisa 
diajukan satu kali, sejatinya merupakan konsekuensi logis dari aspek ratio legis 
peninjauan kembali yang di dalamnya terkandung maksud litis finiri oportet, 
sehingga timbul respon yang demikian bahkan untuk perkara perdata. Apalagi 
dalam konteks ini menyinggung penyelesaian perkara perdata yang sejatinya 
validitas hukum PK terbatas satu kali berbeda dengan yang telah dinyatakan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh MK lewat putusan tersebut. 
Mengingat praktek hukum yang sulit bahkan hampir dapat dipastikan bahwa 




Agung memberi jalan keluar terhadap penerapan PK dapat dilakukan lebih dari 
dua kali dengan syarat sebagai berikut:
9
 
“Apabila suatu obyek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan 
kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara 
perdata maupun perkara pidana dan diantaranya ada yang diajukan 
permohonan peninjauan kembali agar permohonan peninjauan kembali 
tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirim ke Mahkamah 
Agung”. 
 
         Pertimbangan hakim yang menerima PK ke-2 dalam perkara perdata dengan 
alasan penemuan alat bukti (novum) yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh 
pengadilan negeri sebagaimana tercatat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 
40/PK/Pdt./2003. Secara subtansial penemuan hukum lewat putusan ini  dapat 
diakui sebagai teroboson hukum yang progresif, namun  secara  prosedural hal 
tersebut tidak bisa dibenarkan karena menciderai aspek ratio legis (asas hukum 



















           Dari pembahasan skripsi yang telah diuraikan di atas, penulis dapat 
mengambil beberapa kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan 
masalah sebagai berikut: 
1. Pengaturan Novum sebagai dasar dalam upaya hukum peninjauan kembali 
semula diatur dalam (a) Pasal 385 Rv, (b) SEMA Nomor 6 Tahun 1967, (c) 
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1969 Mencabut 
SEMA Nomor 6 Tahun 1967, (d) SEMA Nomor 18 Tahun 1969 Menunda 
Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 1969, (e) Mencabut PERMA Nomor 18 
Tahun 1969 tanggal 19 Juli 1969; (f)  PERMA Nomor 1 Tahun 1976, 
Mencabut PERMA Nomor 1 Tahun 1971, (g) Lahirnya PERMA Nomor 1 
Tahun 1980, (h) Pasal 67 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 5 
tahun 2004 tentang Mahkaman Agung, (i) Undang Undang Republik Indonesia 
Nomor 3 Tahun 2009 Mahkamah Agung.  
2. Penerapan Novum dalam Sengketa Kepemilikan dalam Perkara No. 40 
PK/Pdt./2003 didasarkan pada penemuan alat bukti (novum) yang berupa buku 
leter C desa, surat keterangan nomor 198/14/IV/2000 tertanggal 22 April 2002. 
Namun oleh karena tidak sesuai dengan syarat sebagaimana ditentukan dalam 





undang undang nomor 5 tahun 2004, maka permohonan PK yang diajukan oleh 




          Saran yang hendak dikemukakan penulis berdasarkan simpulan di atas adalah  
berikut: 
1. Novum sebagai dasar dalam upaya hukum peninjauan kembali, tidak hanya 
penting bagi mahasiswa untuk dipelajari, namun perlu dilihat secara nyata 
dalam praktek peradilan, di samping itu perlu memperhatikan ketentuan pasal-
pasal yang mengatur novum. 
2. Bagi masyarakat yang melakukan Peninjauan Kembali diharapkan memiliki 
berkas-berkas yang lengkap dan memahami mekanisme dan persyaratan yang 
harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (a) sampai dengan (f) 
undang undang nomor 14 tahun 1985 jo undang undang nomor 5 tahun 2004, 
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